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- 'PERATURAN DAERAH KABUPA’I‘EN KARANGANYAR

o Menimbéng

'Meng‘ingat'v o

a.

o 'hldup manuSIa secara Jasmamah roharuah dan

1.

NOMOR 9. TAHUN 2020
TENTANG

PENYELENGGARAAN KEOLAHRAGAAN |

DENGAN RAHMAT TUI—IAN YANG MAHA ESA

'BUPATI KARAN GANYAR

bahwa pembangunan dl bldang Keolahragaan

' ;rnerupakan upaya untuk rnemngkatkan kuahtas'- N

. sosial dalam mewumdkan Masyarakat Yang sehat, -
. cm1hk1 kompeten%t, sportmtas daya salng, danv_ o
"‘}'daya juang. tmggl y ang. dlselenggarakan secara:'{:::'.f

| _'-:terencana terpadu dan berkelanjutan,

bahwa untuk melaksanakan pernbangunan d1 i

- bidang Keolahragaan sebagaxmana dlmaksud pada’ -
'vv'hpruf a, perlu pengaturan, ‘ pembxnaan
pengembangan, pelaksanaan dan -,}pengawavsanf
. penyelehggaraan Keolahragaan di Kabupaten
.__-Karanganyar,.. : . i R
bahwa berdasarkan pertlmbangan sebagaxmana”; o
3 ‘.dlmaksud dalam. huruf a,_dan huruf b, perlu -
"menetapkan Peraturan Daerah »:_,i_lentang
';Penyeleng,g,araan Keo]ahragaan |

‘.Pasal 18 ayat (6) Undang—Undang Dasar Negara .

Republlk Indonesia Tahun 1945;

’,Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang
’Pembentukan Dacrah daerah Kabupaten Dalam

' L1ngkungan Pr0p1n31 Jawa Tengah



Undang Nomor 3 Tahun 2005 tentang Sistem
Kcolahragaan Naswnal (Lembaran Negara Repubhk
Indonesia Tahun 2005 Nomor 89, Tambahan
- Lembaran Negara Republlk Indonema Nomor 4535},
Undang- -Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemermtahan Daerah (Lembaran Negara Republik
‘Indonesxa Tahun 2014 Nomor 244 Tambahan
Lembaran Negara Repubhk Indonesia Nomor 5587)
sebagaxmana telah beberapa kali diubah terakhir
" dengan Undang -Undang Nomor 11 Tahun 2020
tentang Clpta Kerja (Lembaran Negara Republik

: Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tarnbahan

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
Peraturan Peinerintah Nomor 16 Tahun 2007
tentang Penyélcnggaraan Keolahragaan Nasional
(Lembaran Negara Repubhk Indonesia Tahun 2007
Nomor 35, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 4703); ’ .
Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2007
tentang Pekan dan Kejuaraan Olahraga (Lembaran
Negara Repubhk Indonesia Tahun 2007 Nomor 36,

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
~ Nomor 4703); .

' Peraturan Pemerintah Nomor 18 ~Tahun 2007
 tentang Pcndanaan‘ Keolahragaan * (Lembaran
Negar_é Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 37,
~ Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 4704); |

- Peraturan Daerah Provm31 Jawa ’I‘engah Nomor 4

. Tahun 2015 tentang Penyelenggaraan Keolahragaan

(Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun
2015 - Nomor 4, Tambahan Lembaran Daerah
Provms1 Jawa ’I‘engah Nomor 6)

Peraturan Daerah Nomor 27 Tahun 2015 tentang
o Penyelenggaraan ’l‘anggung B Jawab Sosial
Perusahaan . (Lembaran Dvaerah Kabupaten
 Karanganyar Tahun 2015 Nomor 27, Tambahan
Lembaran Daerah ~ Kabupaten ' Karanganyar
" Nomor 53). ' ' | |



Dengan PersctUJuan Bersamé L
’ DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPA’I‘EN KARANGANYAR
ERTE ' L ‘danv»: S

o BUPA’TI‘ KARA'NGANYAR S

| R MEMUTUSKAN o
Menetapkan : "PERATURAN DAERAH TENTANG PENYELENGGARAAN
e KEOLAHRAGAAN B S

IR BABI
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah 1n1 yang dlmaksud dengan

1 'Pemermtah Pusat yang selanjutnya v dlsebut:g

R Pemermtah adalah Pres1den Repubhk Indonesm yang - -

: ,.'memegang kekuasaan pemermtahan Negara,"

o 'Repubhk IndoneSIa Yang dlbantu oleh Wakll Presiden -

o dan’ Menten sebagalmana dlmaksud Undang undang‘ L

'Dasar Negara Repubhk Indone81a Tahun 1945 _
2. Pemermtah Proval adalah Pemerlntah Proval
’.'_Jawa Tengah T

E 3 "_'Dacrdh adalah Kabupaten Kardnganyar
| "Bupatl adalah Bupatl Karanganyar v B
| 5'.-;:,-Pemer1ntah Daerah adalah Bupatl sebagal unsur v:
MRS penyelenggara Pernermtahan Daerah yang memlmpm
flpelaksanaan urusan pemermtahan yang menjadl o

S 'kewenangan daerah otonom

.-.“6.» v:FDewan Perwakllan Rakyat Daerah yang selanjutnya.

'Daerah Kabupaten Karanganyar

dlsmgkat DPRD adalah Dewan Perwakxlan Rakyat o

o7 A.Perangkat Daerah adalah Perangkat Daerah yang e

o "melak%anakan urusan | pernermtahan : b1dang'

 :  Keolahragaan - sesual peraturan perundang-' e

. undangan..

:‘8"';:1'Olahmga adalah segala keglatan }’ang s.1stemat1s.;,,.‘v'v o

,.untuk mendorong, membma serta mengembangkan] )

Q:f.'potensn jasmaru roham dan sosxal



OIahragawan adalah pengolahraga yang menglkuu‘

pelatlhan ‘secara teratur dan ke}uaraan dengan

2 o penuh dedlkam untuk mencapa1 PrestaSI
10,

Setlap Orang adalah seseorang, orang perseorangan

o kelompok or ang, kelornpok Masyarakat atau badan

"}a'_hukum T S

"f.l_l‘.‘i_‘Tenaga Keolahragaan adalah Setlap Orang yang

memlhkl kuahﬁkam dan sertlﬁkat kompetenSI dalam

12,

- 'v';:_v_’bldang Olahraga T _
;vMasyarakat adalah kelompok Warga Negara “

- Indoneswl non pemermtah termasuk Pelaku Usaha' |

.yang mempunyau perhatlan dan peranan dalam o

o bldang Keolahragaan

Pelaku Usaha adalah perseorangan atau badan ‘

{hukum yang melakukan keglatan ekonoml yang

- kelompok orang yang terhbat secara langsung dalam S

terhbat secara langsung dalam keglatan Olahraga

- 1_4.‘?_':'Pelaku Olahraga adalah Setlap Orang dan/atauf""

. v'};;,keglatan O]ahraga yang mehputl pengolahraga

o Pembma Olahraga, dan Tenaga Keolahragaan

15,

Keolahragaan adalah Segala aspek yang berkaxtan :

R ‘dengan Olahraga yang memerlukan pengaturan |

16,

R pendldlkan peiatlhan pembmaan pengembangan.
dan pengawasan B e ”

: Olahraga Pend1d1kan adalah pend1d1kan jasmam dan ‘

Olahraga yang dllaksanakan sebaga1 bag1an proses

- penchdlkan yang teratur dan berkelanjutan untukf.';f.'

memperoleh o pengetahuan, : keprlbadlan,'-»

\ ' keterampllan kesehatan dan kebugaran Jasmam
o v.t17“>.' :

o ) oleh Masyarakat dengan kecemaran dan kemampuan - _

Olahraga Rekreasx adalah Olahraga yang d1lakukan o

L yang turnbuh dan berkernbang sesua1 dengan kondlsl i -

. | atau Olahraga Rekreasi yang Iahlr darl trad131 dan -

i dan mlal budaya Masyarakat setempat untuk R
~ kesehatan kebugaran dan kegemblraan o '

Olahraga Trad131ona1 yaltu Olahraga rakyat dan / -

g hlburan loka! yang dlkembangkan menjadl Olahraga '

tradlslonal



19.

- 20.

Olahi'aga Péhyandahg Disabilités adalah Olahraga

yang Kkhusus dllakukan sesuai dengan kondisi

‘kelainan ﬁsxk dan/atau mental seseorang.

Olahraga Prestasi adalah Olahraga yang membina

dan_ mengembangkan 'Olahragawan secara

i terencana berjen_]dng, dan berkelanjutan melalui

21.

kompetisi untuk mencapal Prestasi  dengan
dukungan - ilmu pengetahuan dan teknologi
Keolahragaan. o N

Penyelenggaraan Ke_olahragaan adalah  proses

 sistematik - yaing ‘melibatkan berbagai' ‘aspek

Keolahragaan dan . pémangku kepcntingan secara

o terpadu dan berkelanjutan mulai dari perencanaan,

'pelaksanaan ,sampal dengan evaluasi dan

22.

23.

pengawasan. dalam rangka - mencapai tujuan

Keolahragaan di daerah.

Industri Olahraga adalah kegiatan bisnis bidang

Olahraga daIa_m béntqk produk barang dan/atau
jasa. | | a |

Klub, Perkumpulan, ;Sasar_la dan/atau Sanggar

 Olahraga  adalah wadah  pembinaan dan

24.

pengernbangan Olahraga

Prestasi adalah hasil upaya mak81mal yang dicapai

- -Olahragawan atau kelompok Olahragawan (tim)

25.

26,

27.

dalam kegiatan Olahraga
Penghdrg,aan ‘Olahraga adalah pengakuan atas -
Prestasi di bidang Olahraga yang dlwumdkan dalam

bentuk material dan/ atau nonmaterial.

: Orgamsam Olahraga adalah sekumpulan orang yang

menjalm kerja sama dengan membentuk organisasi
untuk Penyelenggaraan Olahraga sesuai dengan :
ketentuan peraturan perundang -undangan.

Kejuaraan Olahraga adalah kegiatan

- pertandingan/ perlornbaari- | yang memperebutkan

gelar-juara untuk 1 (satu) jenis cabang Olahraga

(single event).



08,
v.:: 29'
© 30.

31.

: 32.

' Organisasi ~ Olahraga yang . membina,

Pekan 'VHOlahraga' adalaﬁ ~suatu kegiatan
pertandingan/perlombaan' ~ Olahraga  yang

memperebutkan gelar Juara untuk beberapa cabang

Olahraga (multl event). , v
Festival Olahraga adalah suatu kegiatan perlombaan
Olahraga Rekreasx yang bertu_)uan memperebutkan
gelar atau» bersifat  eksibisi, invitasi dan
persaﬁabatan. o v |

Komite Olahraga Nasional Indonesia Kabupaten
Karanganyar" yang selanjutnya disingkat KONI

_adalah Komlte ‘Olahraga Nasional Ibndone_siav di

‘ }tmgkat Kabupaten Karanganyar

Federasi Olahraga Rekreasi- Masyarakat Indonesia

yang selanjutnya disingkat FORMI adalah himpunan
induk Organisasi Olahraga rekreasi Masyarakat yang
- berasaskan Pancasila yang bersifat sosial, peduli,

terbuka, demokratis yéng membtna dan

'mengembangkan berbagai macam olah raga massal,

‘Olahraga tradisional, olah raga kesehatan dan

Olahraga khusus.

Induk Organisasi Cabang Olahraga -adalah

N mengembangkan dan méngKoordinasikan' satu

33,

- 35.

cabang/Jems Olahraga atau gabungan orgamsas1

cabang Olahraga dari satu jenis Olahraga yang'
merupakan anggota fcdera51 cabang Olahraga yang

| bersangkutan

Standar Nasional Keolahragaan adalah kriteria

" minimal tentang berbagal aspek yang berhubungan

dengan pembmaan _ dan pengemb_angan’
v V'fKeolahrag'aarl o S
| 34. Standar KompetenSI adalah standar nasmnal yang'

berkaitan dengan kemampuan minimal yang

mencakup pengetahuan, mkap, dan keterampﬂan
yang harus dimiliki- seseorang untuk dapat
dlnyatakan Iulus dalam u_]l kompeten31 .

Cabang Olahraga Unggulan Strategls adalah cabang
Olahraga yang menjadl unggulan di Daerah.




36. Penge'mb‘an‘gan, IImu Pe_ngetahuan ‘dan Teknologi =

‘Keqlahi'aga.ain . yang . ) . éelgnjutnya - disebut
' ‘Pengembangan IPTEK ~ Keolahragaan = adalah
-peningkatan kualitas dan kuantitas pengetahuan

~ dan teknologi yang bertujuan memanfaatkan kaidah
- ‘dan teori ilnju"‘ pengetahuatﬁ yang telah terbukti

kebenarannya untuk peningkatan fungsi, dan
manfaat dan. aplikasi ilmu pengetahuan dan

v eknoiog1 yang telah ada atau menghasﬂkan teknologl _

- ‘baru bagi kegiatan Keolahragadn

37.

38.

40.

41.

42.

'Pembma Olahraga adalah orang yang memiliki minat
| dan pengetahuan, kepernlrnplnan kemampuan
, manajerlal dan/ atau pendanaan yang didedikasikan |
untuk kepentmgan pcmbmaan dan pengembangan

:_Olahraga

Sarana Olahraga adalah peralatan dan perlengkapan

- yang digunakan untuk keglatan Olahraga.
. Sentra’ Pemblnadn Olahraga adalah tcmpat yang';
legunakdn | untuk melakukan pembinaan
- Keolahragaan. |
-- Fasﬂltasx adalah penyedlaan bantuan atau pelayanan
- untuk kemudahan dan kelancaran pelaksanaan‘

| keg1atar1 Keolahragaan

Induk Organisasi Olahraga Fungswnal adalah

Organisasi Olahraga - yang membina, E
- mengembarivgkan, dan mengKoordiriasikan satu atau

' Cblh cabang Olahraga amatlr dan/ atau profesional

dalam lingkup Olahraga Pendldlkan - Olahraga

" Rekreasi, dan/atau Olahraga Prestasi berdasarkan
"fungm pengolahraga atau Olahragawan. o

Koordinasi adalah suatu ‘proses keglatan untuk

penyesuaian dan pengaturan di antara para pihak .

dal_am' pengelolaan  dan penyelenggaraan

. 'vKéblahragaan‘ agar terjadi kevrje;t sama yang harmonis

- dan sinergis.:



: Pengawasan adalah proses keglatan yang dltujukanv

untuk men_]amm o agar penyelenggaraan ‘

o »: pendldlkan yang menyelenggarakan pendldlkan pada o

o v'Keolahragaan berjalan sesual dengan rencana dan
B ketentuan Peraturan Perundang—undangan |

44 Satuan ’ Pendldlkan adalah kelompok layananlb

= _,ff-Jalur forma} dan nonformal pada setxapjenjang dan -

o .:7 jenis pendldlkan

""_-_terstruktur ~ dan berjenjang yang terdm atasi -

pendldlkan dasar pendldlkan . menengah dan Fo

:_Pendldlkan Formal adalah Jalur pendldlkan yang

o pendldlkan tmggl

46.

- :ﬁ’»luar Pendldxkan Formal yang dapat dﬂakSanakan : L

"dlsmgkat ’FJSP adalah tanggung jawab sosial yang . B
 melekat pada B %etlap perusahaan untuk tetap»‘_ o
T 'v.ilmen(:lptakan hubungan sera31 dan selmbang Sesuau o

o dengan n11a1 norma, budaya Masyarakat setempat L C

._Pend1d1kan Nonformal adalah Jalur pendldlkan d1 sl

s secara terstruktur dan ber_]enjang

i 47, ‘:,Tanggung Jawab Sosuﬂ Perusahaan yang selanjutnya RS

N dan hngkungan

R BAB 11 o
RUANG LINGKUP )

Umurn

Pasal 2

o Ruang lmgkup Olahraga rnehputl : : B

~ Olahraga Pend1d1kan, R
;:.->01ahraga Presta31 R

. ‘véf""Olahraga Rekrea31, SRR e
N :Olahraga Dzsabxlltas dan ;‘_' St
_' ’fOiahraga Apdratur Slpﬂ Negara_.




N

Bagian Kedua

~Olahraga Pendidikan

Pasal 3

Olahraga Pendldlkan sebagalmana dlrnaksud dalam

‘ vPasal 2 huruf a dlselcnggarakan sebagai bagian

.2

@

(4)

- (5)

)

@

proses pendldlkan

‘Olahraga Pendidikan dllaksanakan balk pada jalur

Pendld;kan Formal maupun nonformal melalui -

kegiatan intrakurikqler dan/_ atau ekstrakurikuler.

Olahraga Pendidikan dimulai pada usia dini.

'Olahraga Pendidikan pada Jalur Pendidikan Forrnal

dilaksanakan pada setlap jenjang pendldlkan

Olahraga Pendldxkanv pada jalur pendidikan

:nonformal dapat dllaksanakan secara terstruktur _
~dan berjenjang o ’

v‘Olahraga Pendldlkan sebagalmana dlrnaksud pada |
ayat (4) dan ayat (5) dibimbing oleh guru/dosen-
‘Olahraga dan ‘dépat dibantu oleh Tenaga ”

Keolahragaan yang disiapkaﬁ oleh  Satuan
Pendidikan. - ’ _

Satuan' Pendidikan ':sebagaimanai dimaksud pada
ayat (0) dapat menylapkan prasarana dan sarana
Olahraga Pendldlkan sesuai ~ dengan - tlngkat

kebutuhan.

‘Satuan ‘Pevnvd}idika'n _ dapat = menyelenggarakan

Kejuaraan  Olahraga  sesuai  5 dengan  taraf
pertumbuhan dan perkembangan peserta didik

secara berkaia antar Satuan Pendidikan yang

2 setxngkat



(1)

(2)

©)

(4)

()

. Bagian Kctiga
- Olahraga Prestasi
Pasall 4

Olahraga Prestasi sebagéifnana “dimaksud dalam

" Pasal 2 huruf b sebagai upaya untuk meningkatkan

kemampuan dan potensi Olahragawan dalam rangka
menmgkatkan harkat dan martabat bangsa.
Olahraga Prestasi dllakukan oleh Setlap Orang yang
memiliki bakat, kemampuan dan “potensi untuk
mencapai Prestasi, | o

OIahraga Prestasi dilaksanakan inélalui vproses
pembinaan dan pengetnbangan secara teréncana,
berjenjang, dan berkelanjutan dengan dukungan

ilmu pengétahuan dan teknologi Keolahragaan.

Untuk memajukan Olahraga Prestasi, Pemerintah

Daerah, . dan/atau' - Masyarakat ~dapat

mengembangkan A S -

a. perkumpulan/ klub Olahraga; _

b. pusat penelltlan dan pengembangan | ilmu

‘pengetahii'an dan tekhologi Keolahragaan;

: sentra pembinaan Olahraga Prestasi;

- pemusatan pelatihan Daerah; -

- pendidikan dan pelatihan Tenaga Keolahragaan;
vprasarana dan sarana Olahraga Prestasi;

R

sistem pemanduan dan pengembangan bakat

_ Olahraga,

h sistem informasi Keolahragaan dan

i. melakukan uji coba kemampuan Prestasi
- Olahragawan pada wilayah, tingkat Daerah,
-~ provinsi, 'nasionzil"' dan internasional sesuai
dengan kebutuhan. . ‘
Untuk keselamatan dan Kkesehatan Olahragawan

pada tiap penyelenggaraan pckan, kejuaraan dan

- festival, penyelenggara wajib ‘menyediakan tenaga

medis dan/atau paramedis sesua1 dengan tekms

Penyelenggaraan OIahraga Presta31 _



[

Pasal 2 huruf c dllakukan sebagai baglan proses

‘Bagian Keefnpat |
v_ Olahraga‘Rekr;casi ,

: Pasal S
Oldhraga Rckredm sebagalmana dimaksud dalam

| ) pemulihan kembali kesehatan dan kebugaran |

(2}

@)

(5)

©

Olahraga Rekreasi dapat dxlaksanakan oleh Setiap

~ Orang, Satuan Pendxdlkan Iembaga, perkumpulan, e

~atau Orgamsam Olahraga.

Olahraga Rekreasi sebagalmana dlmaksud pada
ayat(l) bertujuan: S

".a,. memperoleh kesehatan kebugaran Jasmaru dan’

kegembxraan ‘
b.. membangun hubungan 3031a1
melestarlkan dan menmgkatkan kekayaan

- budaya daerah dan nasmnal dan/atau

- d. memngkatkan panw1sata Daerah.

R

Pemermtah Daerah dan Masyarakat berkewajlban

menggah mengembangkan, dan mema_]uk‘an

,Olahraga Rekreasi.

Setiap Orang yang menyelenggarakan Olahraga

’Rekream yang mengandung  risiko terhadap

kelestarzan lingkungan, keterpeliharaan sarana,
serta keselamatan dan kesehatan wajib:
a. ‘mentaatl ' ketentuan dan prosedur }ya‘ng
dltetapkan sesuai dengan jenis ‘Olahraga; dan ’
b. menyediakan instruktur atau. pemandu yang
mempunyai pengetahuan dan keterampilan
sesuai dengan jenis Olahraga. .
Olahraga Rekreasi sebagalmana dimaksud- pada
ayat (5) harus memenuhi persyaratan yang
ditetapkan oleh perkurnpulan atau OrgarusaSl,

Olahraga



D> I TR AP AR A

B‘agian Keliina
Olahraga Disabilitas

| , Pasal 6
(1) Olahraga Dzsabllltas sebagalmana dlmaksud dalam
Pasal 2 huruf d adalah Olahraga yang dlmamkan oleh ‘
~orang berkebutuhan khusus.’
(2) Olahraga Disabilitas sebagalmana dlmaksud pada |
ayat (1) bertujuan: :
,‘. a. memperoleh kesehatan, kebugaran Jasmam,
dan kegemblraan
» b. mcmbangun hubungan sosial; dan
meng,(,mba'ngkan diri. ' '

Baglan Keenam '

Olahraga Aparatur S]pzl Negara

\.Pasal7 '

Olahraga Aparatur Sipil Ncgara' ’seba‘gaimaha dimaksud

dalam - Pasal 2 huruf e dllakukan oleh Aparatur Slpll

_ Negara di Daerah

 BABII
HAK DAN KEWAJIBAN

Bagiah Kcsétu |
- Umum.
, Pasal 8
Setlap Orang mempunyai hak yang sama untuk
a. melakukan kegiatan Olahraga
b. memperoleh pelayanan dalam kegiatan Olahraga;
c. i'nemilih‘:dan mengikuti ‘jen:is»atau cabang_Olahraga.

yang sesuai dengan bakat dan minatnya;

- d.  memperoleh pengarahan, dukungan, bifnbingan,

pembmaan dan peng,embangan dalam Keolahragaan;

e. menjadl pelaku Olahraga;



'-Pelaku Olahraga berhak

Cal }memngkatkan Presta31 melalul klub “dan/ atau R

o frncngembangkdn Industrl Oiahraga v
'menggunakan sarana dan prasarana Olahraga, dan
. hak memperoleh pelayanan dalam keglatan Olahraga |

: .ivbagl penyandang disablhtas : o

Pasal 9

: ._Setlap Orang berkewajlban untuk » o

;menjaga sarana dan prasarana Oiahraga dengaﬁ
. .Vl'vbalk dan :} . I .
}mendukung program | Pemermtah | - délam' o

L "‘mengembangkan Olahraga I

Baglan Kedua et R

Hak dan Kewajlban Pelaku Olahraga o

Pasal 10

o perkumpulan Olahraga ‘
_ﬂlbmenddpatkdn pembmdaﬁ dan pengembangan sesual |
v'dengan cabang Olahraga yang dlmlnatl, o
o {.menglkutl ke_]uaraan Olahraga pada semua tmgkatan SR

: sctelah melalul selekm atau kompetlsl, dan

memperoleh kemudahan 1zm dan mstansx untuk

menglkutl keg1atan Keolahragaan Daerah naswnal‘:

: 'dan 1nterna31onal

Pasal 1 1

‘ Pelaku Olahraga bcrkewajlban o
) menjun_]ung tmgg1 mlal luhur dan nama balk Daerah_  ;‘ o
: _:dan bangsa | ST

'_:”'mengedepankan 31kap sportlﬁtas dan

.: mentaatl peraturan dan kode etlk yang berlaku



@

Baglan Ketlga o

Hak dan Kewajiban Pemermtah Daerah

Pasal 12

Pernerlntah ’ Daerah 3 berhak mengarahkan
':memblmbmg,_, membantu, jdan mengawam

R pcnyclcnggarddn Keolahragaan “sesuai dengan o

.v"'-kewenangan dan tanggung jawabnya berdasarkan o

'_ketentuan peraturan perundang undangan

. 'Pemerlntah Daerah berkewajlban

a : membemkan pelayanan dan kemudahan serta

e v"menjamm terselenggaranya keg1atann

Keolahragaan bagl setlap warga negara tanpa;,

dlskrlmmam, R

:.b; ..‘?}'memberlkan : Fas1hta51 kesehatan dan ‘;
E _,penghargaan kepada pelaku Olahraga yang TR

";.v_bchrestam di tmgkat Daerah Prov1n51 nasmnal .

_dan mtemasmnai sesual dengan kemampuan

o keuangan daerah

- c memberlkan beas1swa kepada Olahragawan_.'

jyang berprestasx ch tmgkat Daerah provmsy :
. naswnal dan 1nternasxonal sesua1 dengan""

o bkemampuan keuangan Daerah

~od. ,imelakukan pengembangan 1lmu pengetahuan"

A dlselenggarakan secara ~terencana . dan

o huruf d Pemerlntah Daerah dapat mehbatkan komlte_:

| fOlahraga dan/ atau mduk cabang Olahraga dengan ; .

dan teknologl ’ Keolahragaan yang )

o berkeldnjutan

e menyusun norma dan standar penlaku sertaj

L ’-vmelakukan pembmaan pada Pelaku Olahraga""\

I b. ',‘Daerah

Dalam rangka melaksanakan kewaj 1ban pada ayat 2)

e membentuk



1embaga penelltlan dan pengembangan llmu

pengetahuan dan teknolog1 Keolahragaan, dan
: ' b pusat 1nforrna81 Keolahragaan v _
R {4)_¢ Pemerlntah Daerah berkewa_]lban menyusun norma
dan standar perllaku serta melakukan pembmaanv
o pada Pelaku Olahraga di Daerah

T Baglan Keempat .
) Al Hak dan Kewajlban Masyarakat dan Pelaku Usaha ,

o RERREE PasallS _ |
) Masyarakat dan/atau Pelaku Usaha berhak untuk

’ .,;berperan serta dalam- perencanaan pengembangan,. .

- ,Tpelaksanaan danf pengawasan , keglatan, L
- ,,,-»»Keolahragaan P ' o

_ ‘(}2)'._[ Masyarakat dan/ atau Badan memberlkan dukungan S

o %umber daya dalam penyelenggaraan Keolahragaan
(3) Pciaku Usaha mcmberlkdn dukungan ‘sumber daya: o
B "_}dalam penyelenggaraan Keolahragaan dalam

o 'pemanfaatan TJSP SO o

- Baglan Kehma T S
Wewenang dan T anggung J awab Pemermtah Daerah

Pasal 14

| (1) Pemermtah Daerah mempunyal kewenangan untuk L

o mengatur S membma - mengembangkan N
me]aksanakan dan mengawasx penyelenggaraan_» o
. }::Keolahragaan di Daerah ' o

' 7.(2_] 'L:Tanggung Jawab Pemermtah Daerah sebagalmana ':  L

‘dimaksud dalam Pasal 12 ayat (1) mehputx

a » pemblnaan dan pengembangan Olahraga, |

b T cnaga Keolahragaan dan Organlsagl Olahraga, : |

: c penyed1aan dana Olahraga ' ;" : ' |

: d ‘3' penyusunan metode pembmaan - dén o
‘_ pengembangan Olahraga, o D | |

€. penyedlaan prasarana dan sarana Olahraga dan B
f

. "pcrnberlan penghargaan d1 bldang Keolahragaan .



BAB IV

PEMBINAAN DAN PEN GEMBANGAN KEOLAHRAGAAN

Bagian Kes_étu

Umum

Pasal 15

Pemblnaan dan pengembangan Keolahragaan meliputi:

a.

o o o o

(1)

Olahraga Pendidikan;

‘Olahraga Préstasi;
. Olahraga Rekreasx, _
v} ~Olahraga Disabilitas; dan
f v‘Olahraga Aparatur Sipil Negéra.

v Bagian'er‘_dlia_ .
- Olahraga Pendidikan

Paragraf | 1

Umum

Pasal:' 16  |
Pembinaan dan pengembangan Olahraga Pend1d1kan

dlselenggarakan untuk:

- a. menlngkatkan kesehatan Jasmam dan rohani;

b. 'membangun karakter yang sportif;

c. meningkatkan keterampilan Olahraga; dan

d. mengembangkan minat _d:an bakat Olahraga.

@

Satuan Pendidikan menyeiénggarakan ’pe'rhbin‘aan

dan pengembangan Olahraga Pendidikan secara

- teratur, bertahap dan berkesmambungan dengan
Sistem Pendldlkan Nasional. | o

, Pelaksanaan pembxnaan ’:fdan pengembangein.

' '_'Olahraga Pendidikan dapat memanfaatkan Olahraga
“Rekreasi dan OIahraga tradisional sebagal bagian dari

vaktlvnas pembela_]aran melalm mtrakurlkuler dan

o ekstrakurlkuler



)

Pasal 17

Pemermtah Daerah melakukan Fas1hta31 Olahraga

; vPendldlkan pada Satuan Pendldlkan berupa

a. pengadaan dan bantuan prasarana serta sarana

Olahraga; dan

~ b. pembinaan dan ‘penger_nbanga‘l'n Olahraga'

(2)

(3)

(1)

(2)

E o

Pendidikan. |
Fasilitasi sebagalmana dlmaksud pada ayat (1) dapat
dllaksanakan melalui kerjasama dengan plhak lain.

Ketentuan lebih lanjut mengenal kerjasama_

'sebagalmana dimaksud pada ayat (2) diatur dalam

Peraturan Bu pau

Paragraf 2

Sentra Pembmaan Olahraga Pelajar dan Mahamswa

| Pasal 18

Pemermtah Daerah rnelakukan pemblnaan dan

~ pengembangan Olahraga. Pendldlkavn  dengan

memperhatikan potensi kemampuan, minat dan
bakat pelajar dan mahaSISwa, ‘secara terencana,

berjenjang, dan berkelanjutan dengan dukunganv

v‘IP’I‘EK Kcolahragaan melalui sentra ‘pembinaan

Olahraga pelajar dan mahasxswa
Sentra pembinaan Olahraga pelajar dan mahasiswa -

sebagalmana dimaksud pada ayat (1) d;laksanakan :

‘sesuai potensi Olahraga di Daerah melalui:

a. sekolah khusus Olahraga, dan |
b. pusat pembmaan dan latihan pelajar dan
mahasiswa. '

Ketentuan lebih ‘laﬁj'ut mengenai pengembangan

Sentra Pembinaan Olahraga Pelajar dan Mahasmwa_

diatur dalam Peraturan Bupati.



o

- Baglan Ketlga

Olahraga Presta31

Paragraf 1

Umum .

Pasal 19

Pembmaan dan pengembangan Olahraga Prestas1 A

: ;.v?'dxlaksanakan untuk : menmgkatkan harkat dan»"’

Pelaksandan Pembmaan dan Pengembangan

":_;Jawab . atas | pelaksanaan pembmaan - »‘dan" R
:“pengembangan Olahraga Presta31 d1 Daerah sesuai  $

kewenangan berdasarkan ketentuan peraturan

T martabat Dacrah serta bangsa | |
2) . Pemblnaan dan pengembangan Olahraga Presta31 o
o _f',»,sebagalmana dlmaksud pada ayat (1) rnehputl |

o u a.j penmgkatan kemampuan, poten31 dan Prestasiv,‘v, B

Olahragawan dan

o : b pemngkatan dedzkam dan loyahtas Olahragawan

terhadap Daerah

Paragraf 2
Olahraga Presta81

Pasal 20

',',Induk OrgamsaSL Olahraga Daerah bertanggung.

perundang-undangan

o ‘(2)“'v.Tanggung Jawab 1r1duk OrgamsaSl Olahraga Daerah:.',

- :sebagalmana dlmaksud pada ayat (1) mehputl

an pemas%alan pemblbltaﬂ, pernbmaan dan

"pengembangan Prestasx Olahragawan,

b .’ ' pengKoordmaman Olahraga PrestaSI yéng-;

dllaksanakan OIeh mduk Cabang Olahraga-i -

o Daerah

o C‘ . pemberdayaan perkumpuian Olahl‘aga,

d. - pengembangan sentra pemblnaan Olahraga, dan



()

(2)

@

)

1)

e. penyelenggaraan korﬁpetiSi dan kejuaraan

secara berjenjang dan berkelanjutan.

: Paragraf 3 )
Dukungan Pembmaan dan Pengembangan _

. Olahraga Prestasi

Pasai 21

Pemerintah Daerah memberikan dukungan bagi

‘pembinaan dan pengembangan Olahraga Presta%i

Dukungan pembmaan dan pengembangan Olahraga -
Presta31 sebagalmana dimaksud dalam ayat (1)

meliputi:

‘a. penyedlaan prasarana dan sarana Olahraga

b. pendampingan program; dan/ atau
c. bantuan pendanaan. |
Olahragawan dan pelatih berprestas.1 yang mendapat. :

pendampingan dari Pemerintah Daerah dalam bentuk

bantuan pendanaan sebagalmana dimaksud pada _'

ayat (1) huruf c, harus bertanding mewakili Daerah

~ dalam pertahdingap Olahraga yang _-di‘laksanakan

secara berjenjang dan berkelanjutan.

__ D‘alamb hal ‘Olahragawan dan pelatih: bei‘prestasi“

sebagaimana ’dimaksud‘ pada ayat (3) melgkukan_

mutasi atas kéinginan pribadi wajib- mengg,anti' atau

'mengcmbahkan bantuan pendanaan yang telah

dlkeluarkan Pemermtah Daerah

Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara

pengembahan bantuan pendanaan sebagalrnana

dimaksud pada ayat. (4) diatur lebih lanjut dalam

Peraturan Bupati.

Pasal 22 |
Sentra pembmaan Olahraga terpadu dapat dsbentuk |

untuk satu atau beberapa cabang Olahraga.



(2)

- sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dapat terpusat

(3)

Pembentukan sentra pernbinaan Olahraga terpadii

~ atau tersebar di ‘Daereih sesuai poﬂtensi Olahraga

setempat.

Ketentuan }]'ebih lanjut mengenai pengembangan

- sentra pembinaan Olahraga tefpadu sebagaimana

' vvmana dimaksud  pada ayat (1) dan ayat (2) diatur

(1)

(2

- unggulan Desa/ Kelurahan sebagaimana dimaksud

(1)

@

berupa

“ ‘dengan Peraturan Bupatl

Pasal 23 :
Setlap | Desa/ Ke]urahan : menetapkan Oiahi‘éga
unggulan Desa/Ke_lurahan dengan memperhatikan :
a. potensi di Desa/ Kelurahan;, v
b. ketersediaan‘sara'né' dan prasarana; dan

C. dukungan pendanaan.

Ketentuan lebih lanjut tentang Penetapan Olahraga

'.' pada -~ ayat (1) diatuf | dengan Per"aturan_

‘Desa/keputusan Camat.

 Pasal 24
Pemerintah Daerah =~ memberikan - Fasilitasi
‘» penyelénggaraan kompetisi Olahraga secara

berjen_]ang dan berkelanjutan untuk kejuaraan

~ Olahraga tingkat Daerah ‘Provinsi, nasional, dan

internasional berdasarkan penetapan kompetisi
Olahraga Prestasi dari induk cabang Olahraga
dan /atau induk Organisasi Olahraga Daerah.

Fasilitasi sebagalmana dlmaksud pada ayat (1)‘

‘a. pendanaan;

- b. prasarana dan sarana; dan

¢. sumber daya manusia.



(3) Ketentuan lebih lanjiit "r'nengenai “obyek yang
iherhperdleh Fasilitas dan penyelenggaraan kompetisi
Olahraga secara berjenjang dan berkelanjutan diatur

.dengan Peraturan Bupati. .

Bagian Keempat

' Olahraga_i Rekreasi

Paragraf 1

Umum

A Paéal 25

Pembinaan dan penge-mbang;an : Olahra'lga‘ Rekreasi

: diselén'ggarakan untuk: - »

a. "memeliharai dan Aerneh'i‘ngkatkan ~ kesehatan,
‘kebugarari,'”da'n kualitas hidup Masyarakat;

b. :memperoleh kesenangén atau kegembiraan;
'-membangun dan ’menihgkatkan hubungan sosial;
dan : ' "

d. menggali, Vmengembangkaﬁn,' melestarikan, dan
‘memanfaatkan Olahraga 'tfadi'sional yang tumbuh

'vberke»mbang sebagai budaya Daerah.

: Paragfaf 2
Pelaksanaan Pe_m‘binaan_dan Pengembangan |

‘Olahraga Rekreasi

| - Pasal 26
Pemerintah. Daerah dan Induk Organisasi Olahraga
Rekreasi Daerah bertanggung‘ jawab atas pelaksanaan

pembinaan dan pengembangan Olahraga Rekreasi.

 Pasal 27

(1) Induk Organisasi - :v_FOIai';raga Rekreasi Daerah _

: beftanggung ja'wa‘bv ~atas  Pembinaan . dan

- Pengembangan Olahraga Rekreasi sebagaimana

‘ dimaksud dalam Pfqisal 25 huruf a sampai derigan
huruf d. | | |

S T VR




Lo §  (2) Tanggung Jawab 1nduk Orgamsam Oiahraga Rekreasz ,

Daerah sebagalmana dlmaksud pada | ayat (1),

| mehputl | R , v - _
L af :pendataan if pemblbxtan, o ’perigen{b’éngan':v )

e pemassalan dan pembmaan Olahraga Rekream

o b pengKoordmaSIan dan pemberdayaan OIahraga o

IR ;‘Rekreasx Masyarakat yang dﬂaksanakan olehfzb R

‘organlsas1 cabang, perkumpulan dan sanggarj o

e 'f;Olahraga Rekrea31

N .’_.:':,’:'-;;'RekreaSI dan

: pemanfaatan Olahraga RekreaSI yangf

B o vkhasanah buclaya Daerah

Pasal 28

vv»‘ci"."‘:.i{penyusunan dan penetapan standar Olahraga T o
. ‘; d ‘:"penggahan pengembangan pelestarzan, dan» f o |

M:”’:,tU.mbLlh dan berkembang sebagal L e

- Penyelenggara Olahraga Rekrea31 yang mengandung»:"#b“

:I‘ISIkO ' terhadap kesehatan dan keselamatan wa_ub

'pemandu yang mempunyal pengetahuan keahhan, dan B

: keterampﬂan sesua1 JCI‘IIS Olahraga L
: ‘ | " Paragraf 3 |
Dukungan Pembmaan dan Pengernbangan '

Olahraga RekreaSI L

Pasal 29

;"mernenuhl standar serta menyedlakan mstruktur atau S

| | (1) : -::"Dalarn rangka mendukung pelaksanaan pembmaanf’j‘v": o

. dan pengembangan Olahraga Rekrea31 sebagalmana : N

‘vvdxmaksud dalam Pasal 25 huruf a sampal dengangb- o

U _Rekrea31 Daerah

'.v‘huruf d, Pemermtah Daerah membenkan bantuan_l . ‘

ST : FasﬂltaSl kepada : lnduk Orgamsam Olahraga o



(2)

(3)

(4)

(1)

(2)

Fasilitasi kepada induk = Organisasi Olahraga

Rekreasi Daerah “sebagaimana dimaksud pada

- ayat (1), dilaksanakan melalui:

a. penyediaan prasarana dan sarana Olahraga;

pendampingan program;

b
- ¢. bantuan pendanaan;
d

Fasilitasi penyusunan standar Olahraga
rekreasi Masyarakat yang bersifat massal dan
Olahraga tradisional; -

e. penyelenggaraan dan Pembinaan festival dan
invitasi Olahraga Rekreasi yang berjenjang dan
berkelanjutan; dan/atau

f.  kegiatan Olahraga rutin.

Kegiatan Olahraga rutin . sebagaimana dimaksud

~pada ayat (2) huruf {, dilakukan melalui bimbingan

atau  pelatihan oleh  Tenaga  Keolahragaan
berkompeten. v -
Bupati melalui Perangkat Daerah yang membidangi

urusan Olahraga dan/ atau urusan kebudayaan

melakukan Fasilitasi pembinaan dan pengembangan

Olahraga Rekreasi.

Pasal 30

Dalam rangka optimalisasi pembinaan dan
pengembangah Olahraga Rekreasi di Daerah, Bupati
dapat mélimpahkan sebagian kewenangan dalam
urusan Olahraga Rekreasi kepada Camat. -
Pelimpahan sebagian kewenangan sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) diprioritaskan untuk
menggali, mengembangkan, melestarikan, dan
memanfaatkan Olahraga Rekreasi yang tumbuh dan
berkembang sebagai khasanah budaya Daerah.



Baglan Kehma .

Olahraga Dlsabllltas

Paragraf 1'

‘Umum

B Pasal 31 . _
Pembinaan dan pengembéngan Olahraga Disabilitas
v diselenggarakan untuk memngkatkan kesehatan, rasa

percaya diri, dan Presta31

| ~ Paragraf 2 :
Pelaksanaan Pembinaan dari Pengembangan

- Olahraga Disabilitas '

Pasal 32 v

(1) Pemerintah - Daerah melalui Induk Organisasi
Olahraga Dlsablhtas Daerah bertanggung jawab atas
. pelaksanaan pemblnaan ' dan pengembangan
3 Olahraga D1sab1htas di Daerah ) D
(2) Induk Organisasi Olahraga Dlsabllltas Daerah
- sebagaimana dimaksud pada ayat (1), bertanggung
. jawab untuk melaksanakan pemblnaan pelatlhan,

| ~dan kompetisi yang berjenjang dan berkelanjutan
(3) Ketentuan lebih lanjut mengenai pelaksanan
- pembinaan, pelatihan, dan kompetensi sebagaimana

~dimaksud pada ayat (2) dlatur dengan Peraturan

. ‘Bupatl .

Paragréf 3
- Dukungan Pembinaan Dan Pengembanganﬁ '

~Olahraga Disabi}itas

» Pasal 33 ::
(1) Pemerintah Daerah memberi dukungan pembinaan
. dan pengembangan Olahraga Disabilitas dalam

bentuk fasﬂltas berupa



(2)

(1)

(3)

(4)

o

a. penyediéan prasarana dan sarana Olahraga;
~b.  pendampingan program; |
.C. bantuan pendanaan dan/ atau |

menyelenggarakan dan /atau mengikutsertakan

‘kompetisi Olahraga D1sab111tas tingkat Daerah.

vPembmaan dan pengembangan Olahraga Disabilitas

di Daerah dilakukan oleh Perangkat Daerah yang | »

elaksanakan urusan bldang Keolahragaan.

‘ Paragraf 4

Sentra Pembmaan Olahraga Dlsabllltas

| Pasal 34
Pemerintah Daerah membentuk sentra pembmaan :
Olahraga D;Sablllvtas untuk meningkatkan

kemampuan, potensi, dan pencapalan Prestasi

’Olahraga Disabilitas tmgkat Daerah provmm,
, 'nasmnal dan internasional. | ”

Sentra pembmacm Olahraga Dlsabxhtas Sebagalmana

dimaksud pada ayat (1), dibentuk untuk satu atau

: beberapa cabang Olahraga Disabilitas.

Pembentukan = sentra pembmaan ~ Olahraga

| Disabilitas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan

' ayat (2), terpusat atau tersebar di Daerah sesuai

potensi Olahraga setempat dan kebutuhan Olahraga -

v Dlsablhtas d1 Daerah

Ketentuan leblh lanjut mengenai pengembangan
sentra pembinaan Olahraga Dlsablhtas diatur

dengan Peraturan Bupatl

| Pasal 35 |

'Organ‘ivsasi Olahraga Disabilitas yang ada dalam

Masyarakat dapat membentuk sentra pembinaan

Olahraga Disabilitas di Daf:ra/h:T



(2)

(1)

(2)

(3)

@

(5)

Pembentukan  sentra pembinaan Olahraga
Disabilitas sebagaimana dimaksud pada ayat (1)

mengacu pada ketentuan dalam Pasal 34.

Bagian Keenam

Olahraga Aparatur Sipil Negara

Pasal 36 -
Pembinaan dan pengembangan Olahraga Apafatur
Sipil Negara diselenggarakahiuntuk meningkatkan
kesehatan jasmani dan rohani, produktivitas kerja,
disiplin, jiwa vkorsa,‘ solidaritas, dan kebersamaan
Aparatur Sipil Negara di Daerah, serta memberikan
keteladanan bagi MaSyarakaﬁ. i
Pembinaan dan pengembangan Olahraga Aparatur
Sipil Negara dilaksanakan fnclélui:

a. penyediaan prasarana dan sarana;

b. kegiatan Olahraga rutin;

c. tes kebugaran jasmani;

d. pelatihan;

€. kombetisi berjenjang dan berkelanjutan; dan
f. Fasilitasi peningkatan Prestasi Olahraga.

Penyediaan prasarana dan sarana serta kegiatan
Olahraga rutin sebagairnana‘ dimaksud pada ayat (2)
huruf a dan huruf b, dilaksanakan untuk mendorong
keikutsertaan Aparatur Sipil Negara di Daerah yang
memiliki  Prestasi Olahraga dalam kejuaraan
Olahraga tingkat daerah, Provinsi, nasional, dan
Internasional sesuai kemampuan keuangan Daerah.
Tes kebugaran jasmani sebagaimana dimaksud pada
ayat (2) huruf c dilaksanakan oleh Tenaga
Keolahragaan yang berkompeten.

Pelatihan sebagaimana dimaksud pada ayat (2)
huruf d dilaksanakan oleh Tenaga Keolahragaan yang

berkompeten.



S (6) Kompet151 _ yang berjenjang dan berkelanjutan

_v-:‘sebagalmana dlmaksud pada ayat (2) hUruf e S

o mehputl tmgkat daerah Prov1n81 nasmnal dan]" o

. mternaswnal

' '_,(7);;.Fa3111ta31 S penmgkatan Prestasu ‘: Olahraga' |

o sebdgalmana dlmaksud pada ayat (2) huruf ,

':v.@;vdllaksanakan untuk mendorong kelkutsertaan;l-»‘

:'_Aparatur Slpll Negara d1 Daerah yang l’l’lemlllkl:"

L fb"‘Presta31 Olahraga dalam kejuaraan Olahraga tlngkatj_ B

L ‘daerah dan nasmnal

E (8) Pemblnaan dan pengembangan Olahraga Aparatur

Slpll Negara dllaksanakan oleh Perangkat Daerah/?'f'i‘ﬂ 2 |

yang melaksanakan urusan bldang Keolahragaan -

PRASARANA DAN SARANA OLAHRAGA

Baglan Kesatu S

Umum

Pasal 37

Pernermtah Daerah bersama Masyarakat bcrtanggungA"!i.”’ b'

'Jawab dalam : pemngkatan kuahtas ‘dan kuantxtas S

B ‘}_prasarana dan sarana Olahraga yang ada di Daerah

Pasal 38

: 'vDalam rangka menmgkatkan kuahtas dan kuantltas'; o

prasarana dan sarana Olahraga sebagalmana dlmaksud o

dalam Pasal 37 Pernerlntah Daerah melaksanakan

o _;_-a'; 1nventar13asx prasarana dan sarana Olahraga yang I

tersedla

"’vvvbb._?ldeent1ﬁkas1 kebutuhan prasarana dan | saran'a o

I Olahraga dan T el

e perencanaan pembangunan prasarana Olahraga o

o secara terpadu



o Pasal 39

"'Pernermtah Daerah Masyarakat dan Pelaku Usaha
" melalui pola kemitraan dengan pemanfaatan TJSP
melaksanakan . pengadaan, ’ péngelolaan, ~dan

' pemehharaan prasarana dan sarana Olahraga

Bagiéiri Kedua-

 Prasarana Olahraga

| Pasal 40
(1) Pemerintah Daerah mthamin tersedianya prasarana
"~ Olahraga sebagaimaha dimaksud dalam Pasal 37,
untuk Masyarakat umum maupun untuk pembinaan
~ dan pelatihan serta pertandingé;n / perlombaan.
(2), Prasarana Olahraga untuk péngenalan, pemassalan,’
_ pembudayaan, pembinaan, pengembangan dan _
pelatzhan kejuaraan festival dan pekan Olahraga
sebagalmana dxmaksud pada ayat - (1) harus
memenuhi persyaratan: | |
a. “standar ruang dan tempat berolahraga,
b. - teknis cabang OIahraga, »
c. lingkungan yang terbebas dari polu31 alr,
'~ udara dan suara; ' |
d. . keselamatan yang sesuai dengan persyaratan
 keselamatan bangunan; ‘
e 131stem pengamanan; dan_,
f.  kesehatan yang . ~ dinyatakan dengan
o tersedianya ‘bérlengkvapan " medis dan
kebersihan. o ’

- [3') ' Pemenntah Desa menyedlakan sentra Olahraga yang
representatif secara terencana sesual poten31
- Olahraga pada Desa yang bersangkutan
(4) Pembiayaan untuk pembangunan sentra Olahraga
yang}dxmaksud pada ayat (1) dllaksanakan ‘sesuali
kemampuan keuangan Desa. -



- (5)

Ketentuan lebih lanjut mengéhai penyediaan sentra
Olahraga sebagalmana dlmaksud pada ayat (4} diatur
lebih lanjut dalam Peraturan Desa '

‘ Pasal 41

Pemefiﬁtah ~ Daerah, Organisasi Olahraga, dan

Masyarakat wa_|1b menjaga dan memelihara:

a.
b.

(1)

@

prasarana Olahraga untuk Masyarakat umum,; dan
prasarana Olahraga untuk pengenalan, pemassalan, .
pembudayaan pembmaan, pengembangan dan
pelatihan, kejuaraan, festival dan pekan Olahraga. .

Bagian Ketiga
Sarana Olahraga

Pasal 42 o
Sarana Olahraga sebagalmana dlmaksud dalamv .

‘Pasal 37, harus memenuhi standar: -
a. sesuai djenga.m induk i{ecabangah Olahraga;
b.  kesehatan yaﬁg dinyatakan dengan dipenuhinya
persyaratan kebersihan dan higienis;
c.‘ kcsel_elmétan yang sesuai dengan, petunjuk
| pénggunaan perlengkapaﬁ dan peralatan; dan
d. pemenuhan syarat produk yang ramah
' 'llngkungan | |
Standar sarana Olahraga sebagaxmana dlmaksud
pada ayat (1} dinyatakan secara tertulis dalam

manual setiap produk sarana Olahraga.

- Pasalﬁ43 .

Setiap Orang dilararig rheniadakdn atau

'mengahhfungsﬂ(an prasarana dan sarana Olahraga yang -

telah men_]adl aset Pemerintah Daerah/ Pemermtah Desa

' tanpa persetujuan Bupat1



BABVI
 PENYELENGGARAAN KEJUARAAN, PEKAN DAN
FESTIVAL OLAHRAGA

Bagian Kesatu

Umum

' » Pasal 44 .
A (1) Pemerintah  Daerah 'dan/ atau - Masyardkat
' menyelenggarakan kejuaraan pekan dan Festival

Olahraga di Daerah dalam rangka:
a.  membudayakan Olahraga .
b “,v'menjarmg bibit Olahragawan poten31al

c. menmgkdtkan kesehat;an dan kebugaran,;

d. menumbuhkembangkan khasanah budaya

- Daerah;
e. meningkatkan Prestasi Olahraga;
f. : ’memelihara persatuan :dan kesatuan bahgsa;
‘dan |
- g. . mendukung pehingkatan ketahanan nésiorial‘
h. , inengembangkén pariwiSata Daerah.
 (2) Penyelenggaraan kejuéraan ‘dan Festival Olahraga
| sebagaimana dimaksud pada ' ayat “(1), harus
memperhatikan tujuan Keolahragaan serta prinsip
Pembinaan dan Pcnge‘rn‘bangan Keolahragaan. |

» ' Pasal 45 .

| Penyelenggaraan kejuaraan, pekan dan Festlval Olahraga

sebagalmana dimaksud dalam Pasal 44, meliputi:

a. kejuaraan O[ahraga tlngkat Kecamatan dan /atau

~ Daerah; | | |

b. Pekan Olahraga Kecamatan dan / atau Daerah; dan
Festival Olahraga tingkat - Kecamatan ~dan/ atau
Daecrah. | - | ,



(1)
(2)

(3)

(1)

(2)

o oo T P

Bagian Ked;‘ua
Kejuaraan Olahraga Tingkat Kecamatan
dan/atau Daerah

Pasal 46
Kejuaraan Olahraga tingkat Kecamatan dan/atau
Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 45
huruf a, dilaksanakan oleh induk Organisasi
Olahraga dan/atau induk cabang Olahraga.
Induk Organisasi Olahraga dan/atau induk cabang
Olahraga bertanggung jawab atas terselenggaranya
kejuaraan Olahraga jtingkat% Kecamatan dan/atau
Daerah.
Perangkat Daerah yang mempunyai tugas dan fungsi
di bidang Keolahragaan merﬁFasilitasi pelaksanaan
kejuaraan QOlahraga sebagaimana dimaksud pada
ayat (1} yang dilaksanakan di Daerah.

_ Bagian Ketiga
Pekan Olahraga Tingkat Kecamatan
dan/atau Daerah

Pasal 47

| Perangkat Daerah yang melaksanakan urusan bidang

keolahragaan bertanggung jawab atas pelaksanaan
pekan Olahraga tingkat Kecamatan dan/atau Daerah.
Pekan Olahraga tingkat Kecamatan dan/atau Daerah

sebagaimana dimaksud pada ayat (1)‘, antara lain
berbentuk pekan Olahraga: | |
~ pelajar;

Masyarakat;
: paralympic}pelaja'r;

paralympic;

aparatur sipil negara tingkat Daerah; dan

Daerah.



(1)

‘ Baglan Keempat |
Festwal Olahraga Tlngkat Kecamatan

dan/atau Daerah

Pasal 48

_FestivaI Olahraga txngkat Kecamatan dan/ atau

-Daerah dilaksanakan oleh:

a. Perangkat Daerahyang mempunyai
 tugas dan fu'ngsi'}di bidang Keolahragaan;

b. induk Organisési Olahraga Rekreasi; dan/atau
Pérangkeit Daerah yang mempunyai tugas dan fungsi

di  bidang Keolahragaan dapat' meinFasilitasi

'pelaksanaan Festival OIahraga yang dlselenggarakan

oleh mduk Orgamsam Olahraga Rekream

Baglan Kehma

Pelaksanaan Kejuaraan Pekan, dan Festlval Olahraga

0

@

_ Pasal 49
Setiap penyelenggara kejuaraan, pekan dah Festival
Olahraga harus memenuhi persyaratan sebagai
berikut: . a | |

- a. sesuai standar teknls kecabangan

b. standar kesehatan,v »

c.  standar kcselamatan;v dan

d. memiliki périzinah. |

Ketentuan _lébih lanjut "fnenger‘lai per-syaraigri
penyelevnggaraan kejuaraari, pekan dan Festival

Olahraga diatur dengan Peraturan Bupati.



1)

(2

o o

)

)

@

BAB VIl
PENGHARGAAN

Pasal 50
Pemermtah Daerah memberxkan penghargaan untuk
pelaku Olahraga, Tenaga Keo]ahragaan, Orgamsa81
Olahraga, lembaga pemerintah/ swasta, dan

perseorangan yang berprestas1 dan/atau berjasa

' dalam memajukan Olahraga di Daerah.

Penghargaan sebagaimana dlmaksud pada ayat (1)

dapat berbentuk

a. tanda kehormatan';"

b.  dana tali asih;
N bea51swa pendldlkan,
| kenalkan pangkat luar blasa

e. asuransi kesehatan pada event Olahraga;

f.  pengukuhan ‘menjadi  warga kehormatan

. ‘Daerabh; | v | |
‘g pemberian jaminan hari tua;

h. FF asilitasi akses Lintﬁk wifauseiha; dan/ até.u

- bentuk penghargaan lainnya.

e

Ketentuan l::blh lanjut mcngenai penﬁgvharga_a'nv
sebagalrnana dimaksud pada ayat (2) diatur dengan

Peraturan Bupati.

 BAB VI
STANDARISASI OLAHRAGA

Pasal 51
Pemerintah Daerah melaksanakan Standarlsa51 B
Olahraga yang  bertujuan . me_njamm mutu’
penyelenggaraan sistem Keolahragaan —nasional-

melalm pencapalan Standar Nasional Keolahragaan :

Pelaksanaan Standarisasi Olahraga sebagalmana,

dlmaksud ‘pada ayat (1) sesual dengan ketentuan_v '

' peraturan perundang undangan



| "BABIX
- SEKOLAH KHUSUS OLAHRAGA

. Pasal 52

(1) Dalam. rangka pémbinaan' dan penmgkatanv

(2)

penyelenggaraan penchdxkan Olahraga pada Satuan
Pendxdlkan, Pemerintah Daerah dapat membentuk

Kelas Khusus Olahraga dan/ atau Sekolah Khusus

Olahraga.

Ketentuan lebih lanjut mengena1 Kelas Khususv

-Olahraga dan/atau Sekolah Khusus Olahraga.

sebagaimana d:maksud pada ayat (1) diatur dengan'

Peraturan Bupati,

"BABX

PERAN SERTA MASYARAKAT DAN PELAKU USAHA

Bagian Kesatﬁ g

Peran Serta Masyarakat

Pasal 53

Masyarakat dapat berpartisipasi dalam pernbmaan dan

pengembangan Keolahragaan dalarn bentuk .

. a.
b.

C.

melakukan kegxatan Olahraga;

‘memperoleh pelayanan dalam kegiatan Olahraga;
memlhh dan mengikuti Jems atau cabang Olahraga
sesuai bakat dan minat; |

memperoleh pengarahan -dukungan, blmblngan |
pembmaan dan pengembangan  dalam
_ Keolahragaan | | |

menjadi pelaku Olahraga, dan
turut - serta  mendorong . pémbinaan dan -

pengembangan Keolahragéan.



Pasal 54
Masyarakat Wajlb menjaga dan memehhara prasarana

sarana urnurn serta fa3111tas pendukung Olahraga.

| Bagian Kedua »

- Peran Pelaku Usaha '

_ Pasal 55
Pelaku Usaha dapat berpartlsxpam dalam pembinaan dan
pengembangan Keolahragaan dalam bentuk:

a. menyedlakan prasarana dan sarana Olahraga;

b menyelenggarakan kegiatan Olahraga secara rutin

A yang diikuti oleh ka‘ryawan dan/atau Masyarakat;

S 2 memberikan kesempatan képada Masyarakat atau
Satuan Pendidikan di lingkungan perusahaan'Untuk
mempergunakan prasarana dan sarana Olahraga
‘milik perusahaan; dan |

‘d.  memberikan dukungan sumber daya dalam

pembinaan dan pengembangan Keolahragaan.b“

o ‘ Pasal 56 o
Pemerintah Daerah ~ mendorong - Pelaku - Usaha
'-_berpartlslpasx dalam Pemblnaan dan Pengembangan

Olahraga

~ BABXI
KERJA SAMA

» Pés;al 57 | ‘

(1) Pemerintah‘ Daérah mengembangkan pola kerjasama

~ dalam penyelenggaraan Keolahragaan di Daérah. |

‘(2') Bentuk kérjasama Pemerintah Daerah dalam

- penyelenggaraan erolahragaan . sebagaimana

diméksud pada ayat tl), melipﬁti: " ’ |
a. penyediaan prééarana Olahraga{;
b. penyediaan sarana Olahraga;

c. penyelenggaraan kegiatan Olahraga;



" d pend1d1kan dan pelatlhan dan/atau N

| (3.)_‘

"(ﬂl)‘

- (2)

1)

(2)

=

e pengembangan ilmu pengetahuan dan teknolog1

Olahraga.
Kerjasama Pemeriniah Daerah sebagaimana
dimaksud pad‘a . ayat (1), 1laksanakan sesuat

ketentuan peraturan pemndang—undangan.

" BAB XII
- PENDANAAN

 Pasal 58

Pendanaan Keolahragaan menjadi ‘tanggung jawab v
‘_bersarna Pemerintah, - :Pemerintah " Provinsi,

‘Pemerintah Daerah, Orgamsam Olahraga pelaku

usaha, dan Masyarakat

Pendanaan Keolahragaan sebagalmana dlmaksud

: pada ayat (1), dapat bersumbcr dari:

~a. Pemerintah;

b, Perr'ier_i‘ntah Provinsi;
c. Perr_ierintah Daerah; :
~d.  Pelaku usaha dan /atau Masyarakat;

~e. Industrni Olahraga;

TJSP; dan

g. Sumber '_lain yang sah dan bersifat tidak

- - mengikat.

Pasal 59

Pendanaan Keolahragaan dari Pemerintah Daerah -
sebagaimana dimaksud‘da‘l‘am Pasal 58 ayat (2) huruf i
- ¢, bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja

- Daerah sesuai dengan kemampuan keuangan daerah.

Pendanaan Keolahragaan dari  Pelaku Usaha

~ dan/ atau Masyarakat sebagalmana dimaksud dalarn

B Pasal 58 ayat (2) huruf d, dapat dlperoleh dar1 ,

-a. keglatan sponsorshlp Keolahragaan,

S ke e e L



b.  hibah baik dari dalam maupunluar negefi;’ B
penggalangan dana; -
d. kdmlpensasi'v alih ’$tétus dan transfer

Olahragawan -

e uang pembmaan dar1 Olahragawan profesmnal '

S

@)

| (Sj

dan/ atau .

" f.._ kerja sama yang sahng menguntungkan
‘Pendanaan Keolahragaan darl Industri Olahraga_
» sebagalmana dlmaksud dalam Pasal 58 ayat .(2).

~ huruf e, mehputl antara laln

a. tlket penyelenggaraan pertandmgan / kompet131 »

b. penyewaan prasarana Olahraga :

c. Jual beli produk sarana Olahraga, dan
-d.- sport labellmg

"Pendanaan TJSP sebagaimana’ dimaksud' “dalam o

pasal 58 ayat (2) huruf f, dlanka31kan o]eh Pelaku
Usaha sebagal bentuk ’I‘JSP ' |

Pendanaan Keolahragaan darl sumber laln yang Sah o o

dan bersxfat tldak menglkat sebagalmana dlmaksud |

dalam Pasal 58 ayat (2) huruf g, dari sumber lain

yang - sah berdasarkan ketentuan - peraturan’

| pemndaﬁg-undangan. '

Pasal 60

| Setlap pengumpulan dana darl Masyarakat untuk

kegiatan dan/ atau penyelenggaraan keglatan

. Olahraga harus mendapatkan izin darl Bupat1

@

- yang dllakukan oleh orgamsam Keolahragaan o

Usaha pengumpulan dana untuk kegiatan Olahraga.; »'

vberdasarkan sukarela atau tanpa paksaan baik
v langsung - vmaupun" - tidak langsung, yang
pelaksanaannya  sesuai ,ketentuan_ peraturan

) pe'fundaﬁg?undan gan.



@

. dlpertanggung}awabkan secara periodik  dan

dana sebagalmana dlmaksud pada ayat (1) diatur =

Penggunaan o daha Kéoiahragaan wajib

' transparan oleh pengguna anggaran sesual ketentuan

peraturan perundang-undangan

Ketentuan lebih lanjut mengena1 izin pengumpulan' _

dengan Peraturan Bupat1

|  BABXII
SISTEM INF‘ORMASI KEOLAHRAGAAN

Pasal 61 .

Pemerlntah Daerah membentuk ‘sistem 1nf0rma31

. Keolahragaan yang. ter1ntegras1 dengan 31stem

@)

oo

bamg]

: 1nforma31 Keolahragaan Prov1n51 dan Naswnal
Slstem Informa81 | sebagalmana dimaksud pa‘dav

'ayat (1), mehputl

perencanaan Keolahragaan Daerah

- poten81 Olahraga Daerah
(_:.  : data Olahragawan -
d. data T enaga Keolahragaan, -
: é; vdat‘a prasarana dan sarana, .
“sertifikasi pelatih/ juri /atiet /wasit;

g - standardisasi harga sarana dan prasarana

'_ Keolahragaan, dan S ‘ ‘
h » data lam sesuai kebutuhan penyelenggaraan :

: Keolahragaan di Daerah

('3) Slstem Informa31 Keolahragaan Daerah dllaksanakanb

” oleh Perangkat Daerah yang melaksanakan urusan .

}Keolahragaan o



e~

BN ) |
- ayat (2) dapat berbentuk

S

o BABXIV
SANKSI ADMINISTRATIF‘

Pasal 62

Setlap Orang yang melanggar ketentuan Pasal 9 R
:Pasal 21 ayat (3), v Pasal 28 Pasal 41 - Pasal 43, o

- Pasal 49 ayat ( 1), PasaI 54 dan Pasal 60 ayat (1) dan .

, - ayat (3) dlkenakan sank81 admIHISItI’atIf
@

Sank51 admlmsltratlf sebagalmana dlmaksud pada'_ "

R ,dydt (1) mehputx

Ca. Permgatan

teguran tertulls ,

e 'pembekuan
d

. 'b.:,'pembekuan 121n sementara

v e.,»»”ipencabutan izin; dan

Ot denda admlmstra81

_',’:Denda Admlnlstra31 sebagalmana dlmaksud pad Q

pengemballan dana yang sudah dxtemma selama L

. ini;

b : ::g'ariti r'u:'gi’ '-‘-"s'esﬁ'ai 3umlah ’kérﬁ‘givan_ yang - |

: :‘d1t1mbu1kan dan

o }' :f c uang tuna1 ”
@
l’ayat (3) dapat

Denda Admmlstra81 sebagalmana dxmaksud pada |

dlsetorkan ke Kas Daerah atau

. b‘. dlgunakan langsung untuk memuhhkan kondlsf .

yang dlaklbatkan oleh pelanggaran tersebut

' Ketentuan Ieblh lanjut mengenau tata cara pengenaan o

;*'.SankSI _ Admmlstra81 dan-‘;: penetapan denda‘}»bqfd.%,]

admlnlstra51 dlatur dengan Peraturan Bupatl "_f »



BAB xv
KETENTUAN PENUTUP |

T "

Pasal 63

: - ;Peraturan Daerah ,ini:: muleu berlaku pada tanggal
| “"v,."dxundangkan | |

v,»Agar Setlap Orang mengetahumya, memerlntahkan‘
b'v,}‘pengundangan B Peraturan Daerah ini dengan'_ _
‘.f_."penempatannya dalarn Lembaran Daerah Kabupaten: -

"Karanganyar AT

o Dxtetapkan d1 Karanganyar | - |
_ pada tanggal 10 DeSCmber 2020
' BUPATI KARANGANYAR |

Sl | JULIYATMONO o
5 .‘-}‘,leundangkan d1 Karanganyar P SR

- pada tanggal 10 Desember 2020 _ . L

SR '»'-_SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN KARANGANYAR

I*:_:'SUTARNO | SO

S ‘\‘LEMBARAN DAERAH KABUPATEN KARANGANYAR TAHUN 2020 NOMOR 9

) v}.,»'}.,i‘NOREG PERATURAN DAERAH KABUPATEN KARANGANYAR PROVINSI
L ’_’;.JAWA TENGAH (9 329/2020) .

Salman sesual dengan ashnya
SEKRE’I‘ARIAT DAERAH
-KAB f-« A RANGANYAR

R Hukum _g“




L.

' PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH KABUPATEN KARANGANYAR
NOMOR 9 TAHUN 2020
TENTANG
- PENYELENGGARAAN KEOLAHRAGAAN

UMUM . . . .
Kehldupan bcrbang%d dan bernegard yang bermanfaat bagi
pembangunan yang berkeadilan dan demokratis merupakan wujud

tercapainya tujuan negara ‘dalam‘kegiata'n mengisis kemerdekaan

- dan memajukan keséjahteraan umum. Upaya pembangunari harus
dilandasi _dengén ‘wawasan keschatan dalam arti pembangunan
-vnasmnal harus memperhatikan kesehatan Masyarakat yang

merupakan tanggung]awab semua plhak baik Pemerintah maupun

Masyarakat. Salah satu bentuk mencerdaskan kehidupan bangsa

, ialah melalui perhbangtihan nasional dibidang Keolahragaan.

. Pembangunan dibidang‘ “.Keolah'ragaan' yang bertujuan untuk _

meningkatkan kualitas hidup manusia Indonesia secara jasmaniah,
rohéniah dan sosial. Peningkatan“ kualitas hidup t-ersebut :
dxlaksanakan berdasarkan prinsip non dlskrlmlnatlf partISIpatlf
dan berkelanjutan

‘Dasar hukum atau peraturan yang ;mengatur secara khusus
-t_érkait'kegiatan penyelengga;aan Keolahragaan di Indonesia saat ini
adalah_ Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2005 tentang Sistem

Keolahragaanv-Nasional, yang mana perdturan perundang-undangan

tersebut mengatur secara naSiQnal atau umum. Sesuai dengan
ketentuan yang ada pada Pasal 11 ‘ayat' (1) Undang-Undang

'_Nomor 3 Tahun 2005 tentang Sistem Keolahragaan Naswnal

dimana Pemermtah Dderah dnberlkan merrnhkn hak untuk ikut serta

_v_-dalam kegiatan penyelcnggaraan Keolahragaan. Belum adanya

peratu‘fanv daecrah yang secara khusus mengatur tentang

- 'penyvelenggaraan Keol_ahraga&in ‘div_daerah menjadi salah satu alasan

penyebab pelaksanaannya belum terlaksana dengan maksimal.

Kegiatan pembangunan di b'idang‘Keolahragaan pun tidak maksimalv,

disebabkan  belum tefpenuhinya} sumber daya manusia



:__ Keolahragaan prasarana dan sarana sumber pendanaan, serta '

masih - belum maksxmalnya pengembangan dan pembangunan
>"151stem Keolahragaan - B ‘

| Dengan adanya pertirﬁbangan untuk - meningkatkan

‘ ;_pembangunan di bldang Keolahragaan rnelalu1 penyelenggaraan

"'Keolahragaan yang maksxmal maka dlbuatlah sebuah peraturan

dacrah yang akan memberikan kepastlan hukum mengenai

pelaksanaan kegiatan penyelenggaraan Keolahragaan. Maka dari itu
Kabupaten Karanganyar membudt Rancangdn Peraturan Derah

' tentang Penyelenggaraan K(,olahragaan

1. PASAL DEMI PASAL

. Pasall | | v
Cukup Jelas _

Pasal 2 o S )
Ruang lingkup Ollahraga- dimaksudkan untuk
mengelompokkan' jenis-jenis afau' kegiatan ,Oiahfaga
berdasarkan atas pendekatan fung31 | | -

Pasal3
Ayat(l)

Ist1lah Olahraga Pendidlkan sama. dengan pendidikan

jasmani dan Olahraga dan mempakan bagian yang
tidak terpkisahkén. ‘Kedﬁanya dapat digunakan secara
“saling rrielengkapi untuk kepentinganv,‘pen‘didikan.
Ayat@)
Yang dlmaksud dengan Jalur Pendldlkan Formal dalam
ketentuan ini adalah Ja\_lur pendldlkan yang terstruktur
dan berjénjan’g yangvterdiri dari péndidikan dasar,
: pendidika'n menengah, dan vpendidikan' tinggi Yang
dimaksud dengan jalur pendldlkan nonformal dalam
ketentuan ini adalah jalur ‘pendidikan di luar :
Pendidikan Formal yang dapat dilaksanakan secara
terstruktu_r dan berjenjang. ”
Ayat (3) ‘
' Ci.lkup jelas.
Ayat (4) »
- Cukup jellias.



2{;3]Ayatan SRR

Lo CukUdea§ ' f;- 

o ‘Ayat (6) o

R (,ukupJelds.": S
e -:'Ayat (7). |

'-f-‘»Yang dlmaksud dengan Satuan Pendldlkan dalamv,_'v;b'

o fj»ketentuan ml adalah kelompok pelayanan pendldlkan.’ T

| Yang menyelenggarakan pendldlkan pada Jalur formalV
| dan nonformal pada Setlap Jenjang dan Jems"‘

e v-.pendldlkan L : : -
| ':Ayat ®

Cukup Jelas

f»"_f’,lPasal4 L o .
. Cukup Jelas R
Pasal 5 '

Ayat (1)

. >Olahraga Rekream rnerupakan kegxatan Olahraga Waktu' o o
S H'luang yang dllakukan secara sukarela oleh‘ .
R perseorangan, kelompok dan/ atau Masyarakat sepert1 I

e :'Olahraga Masyarakat Olahraga tradlswnal Olahraga;», o

L ,kesehatan dan Olahraga petualangan yang tumbuh dan o

. berkembang dalam MaSyarak at
;Ayatca N
- "Ayat (3) S
e =-‘"‘Ayat (4) ‘
L  _ CUkuPJelas AN
.  : 3Ayat(5)»'».;,;g_. o

v;Keterpehharaan sarana ) dalam - ketentuan jﬁi;’fﬁ

o _dlmaksudkan : untuk membenkan ‘ perhndungan S

e L fOlahraga termasuk hewan
a Cukup Jelas '

’ﬂterhadap Sarana yang dlgunakan dalam kegxatan S



Pasal6 o
' Ayat() | |
Yang \dimaksud tuna ‘dé‘ksa ’;adalah ~individu yang.
- memiliki gangguan gefak yang disebabkan oleh kelainan
‘ ncuro-muskular dan | struktur ;ftulba}ng yang bersifat
bawaan, sakit atau akibat kebelakaan, termasuk
| v'}’célebfal palsy, :amputasi polio, dan lumpuh Yang .
- dimaksud tuna grahita adalah anak yang memiliki -
kecerdasan di bawah rata-rata, mengalaml hambatan -
tmgkah laku, penyesualan dan ter_]adl pada masa A
perkembangannya. | |
Ayat (2) v
o B Cukupjelas
: ~Pasal 7
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